
PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIIC INDONESIA 

NOMOR 51 TAHUN 2008 

TENTANG 

PAJAIC PENGFIASILAN ATAS PENGl-IASILAN DARI USAI-IA JASA KONSTRUI<SI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , . 

PRESIDEN REPUBLII< INDONESIA, 

Menirnbang : a. bahwa dalam ranglta menyederhanakan pengenaan Pajak 
T Penghasilan atas  penghasilan dari usaha  jasa konstrulcsi 

dan rnemb&ikan kemudal~an serta rnengurangi beban 
administrasi bag1 Wajib Pajak, ~ e r l u  rnengatur kembali 
Pajak Penghasiian a tas  penghasilan dari u s a l ~ a  jasa 
konstrulcsi; 

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimalisud 
dalam huru i  a dan dalarn rangka rnel.al~sanalcan 
lcctentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undnng Nornor 7 
~ a h u n  1983 tentang Pajalc Pcnghasilan scbagaimana tclah 
beberapa lcali diubah teralthir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 7 ~ a h u n  2000 tcntang Perubahan ICctiga Alas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajalc 
Pcnghasilan, perlu menetapltan Peraturan Pemerincah 
tcnlang Pajalc Pcnghasilan acas Pcnghasilan dari Usaha 
J a s a  l~onstru'ksi; 

~ e n ~ i n ~ a t  : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasor Negara Republilc 
Indonesia Tahun 1945: 

2. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1983 tentang Pajalc 
Penghasilan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nornor 50, Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nornor 3263) scbagaimnna tclah bcbcrapa lcali 
diubah tcralchir dengan Undang-Undang Nonlor 17 Tahun 
2000 tentang Perubahan I<etiga Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang ,Pajak Penghasilan 
[Lernbaran Ncgara ~ c ~ u b l i k  Indonesia Tahun 2000 Nomor 
127, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nornor 3985); 
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Mcnetaplcan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAI( PENGHASILAN 
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA I<ONSTRUI<SI. 

Dalam PcraLurah Pcrnerintah ini, yang dirnaksud dengan: 

1 .  Undang-Ul~dang Pajalc Penghasilan y a n g  selanjutnya 
discbut Undang-Undnng PPh adalah Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajalc ~eng1,asilan 
sebagairnana telah beberapa icali diubah terakhir dcngan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-'Jndang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pzjalc Penghasilan. 

2. J a s a  l<onstruksi adalah layanan jasa lconsultansi 
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa 
pelalcsanaan pclterjaan konst~ulcsi, dan  layanan jasa 
konsul~ans i  pengatvasan pelcerjaan konstrulcsi. 

3. Pclccrjaan l<onstrulcsi adalah kescluruhan a tau  sebagian 
ranglcaian kegiatan perencanaan dan /a tau  pelalcsanaan 
beserta pengaxvasan yang mencalcup pelcerjaan 
arsitclclura!, sipil, meltanilcal, elelctrilcal, dan tata 
linglcungan masing-masing bcscr-ta icelcnglcapannya 
unlulc mcwujudkan suatu  bnngunan atnu bcntulc lisilc 
lain. + 

4. Perencanaan Konstrulcsi adalah pemberian jasa olch 
orang pribadi atau badan yang dinyatalcan ahli yang 
profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang 
mampu mewujudkan pekcrjaan dalam bentulc dolcurnen 
pefencanaan b a n p n a n  fisik lain. 

5. Pdlaksunaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh 
orang pribadi atau badan yang dinyatalcan ahli yang 
prolesional di bidang pelaksanaan' jasa konstrultsi yang 
rnampu mcnyclcnggaralcan icegiatannya untulc 
inetvujudkan suatu hasil pcrencanaan menjadi benlulc 
bangunan alau bcntuk fisik lain, tcrmasuk di dalamnya 
pckerjaan konstruksi tcrintegrasi yaitu penggabungan 
lungs/ layanan dalam modcl penggabungan pcrencanaan, 
pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement 
a n d  cor~struclion] scrta model penggabungan perencanaan 
dan pcm bangunan (design and build). 

*. 6. Pengawasan ... 
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6. Pengawasan i<onstruksi adalah pemberian jasa oleh orang 
pribadi atau badan yang dinyatalcan ahli yang proresionai 
di bidan6 pengawasan jasa k o n s t r u ~ s i ,  yang mampu 
melaksanaltan pelcerjaan pengawasan sejalc awal 
pelaksanaan pekerjaan konstrulcsi sampai selesai clan 
diserahterirnakan. 

7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi a t au  baaan 
termasuk bentulc usaha  tefap yang memerlulian layanan 
jasa konstruksi. 

8. Penyedia J a s a  adalah orang pribadi a tau  badin  termasuk 
bentulc usaha tetap, yang ltegiatan usahanya 
menyediakan layanan jasa konstruksi baik . sebagai 
perencanai konstruksi, . pelaltsana konstruksi dan 
pengawas konstruksi maupun sub-subnya. 

9. Nilai IContrak J a s a  I<onstmksi adalah nilai y - h i :  
tercantum dalarn satu kontrak jasa konstrulcsi secara 
kcseluruhan. 

Pasal 2 

Atas penghasilan dari usaha J a s a  l<onstrulcsi dilcenalcan Pajalc 
Penghasilan yang bcrsilat final. 

. 
Pasal 3 

( I ]  Taril Pajak Penghasilan untulc usaha J a s a  i<onstrulcsi 
adalah sebagai berikut: 

a .  2% (dua persen) untuli Pelalcsanaan I<onstruksi yang 
dilalcukan oleh Penyedia J a s a  yang rnemililci 
kualifikasi usaha kecil; 

b. 4% (empat perscn] untuk Pelaksanaan IConstruksi 
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidalc 
memiliki kualifikasi usaha ;  

c. 3% (tiga perscn) untuk Pelaksnnaan I{onstrulcsi yang 
dilalcukan oleh Penyedia J a s a  sclain Penycdia J a s a  
sebagairnana dirnaksud dalam h u r u l  a dan h u r u l  b; 

d. 4% (ernpat perscn] untuk Perencanaan Konstrulcsi 
atau Pengacvasan IConstrulcsi yang dilalculcan oleh 
Penyedia J a s a  yang rnerniliki ltualifikasi usaha; dan 

7 

e. 6% [enam persen) .. 
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c. 6% (enam perscn) untulc Perencanaan Iconstruksi atau 
Pengawasan Konstruksi yang dilakukan olehlPenyedia 
J a s a  yang tidak memililci kualifikasi usaha.  

(2) Dalam ]>a1 Penyedia J a s a  adalah bentulc usaha tctap, taril 
Pajak Penghasilan scbagaimana dimalcsud pada ayat (11, 
tidak tcrmasuk Pajalc Penghasilan a tas  sisa laba bcntulc 
usaha tctap sctelah Pajalc Penghasilnn yang bersilat linal. 

Pasal 4 

Sisa laba dari bentuk usaha retap setelah Pajalc Penghasilan 
yang bersirat Iinal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2), dikcnalcan pajak sesuai dcngan lcctcntuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh a tau  
scsuai dengan ketentuan dalam ~ e r s e t u j u a l ~ '  Pcngl~indaran 
Pajak Berganda. 

Pasal 5 

(1) Pajalc Penghasilan yang bcrsirat final scbagnimnna 
dimalcsud dalam Pasal 2: 

a .  dipotong oleh Pengguna J a s a  pada saa t  pcmbayamn, 
dalam ha1 Pengguna J a s a  mcrupdcan pcmotong pajalc; 
a tau 

b. disctor sendiri oleh Pcnycdia Jasa ,  dalam ha1 
pcngguna jasa bulcan mcrupalcan pernotong pajalc. 

(2) Besarnya,Pajak Pcnghasilan yang dipotong a tau  discto: 
sendiri scbagaimana dimalcsud pada ayat [ l )  adalah: 

a. jumlah pembayaran, tidak terrnasulc Pajalc 
~ c r t a m b a h a n  Nilai, dilcalikan taril Pajalc Pcnghasilan 
scbagaimana dimaksud dalam P a s d  3 ayat (1); a t au  

b. jumlah pencrimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak 
Pcrtambahan Nilai, dikalikan taril Pajalc Pcnghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayac (1) d a l a n ~  
ha1 Pajalc Penghasilan disctor scndiri olcl~ Pcnyedia 
Jasa .  

(3) Jumlah pembayaran atau jumlah pcncri~naan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada . ayat (2) 
merupakan bagian dari Nilai IContrak J a s a  IConstrulcsi, 

+ 



[l)  Ddam ha1 terdapat selisih kelcurangan Pajak Penghasilan 
yang terutzng berdasarkan Nilai Kontrak J a s a  l<onstt-ulcsi 
dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pernbayaran yang 
telah dipotong atau disetor sendiri sebagairnana 
dimaicsud dalam Pasal 5 ayat (11, selisih lcekurangan 
tcrsebut disetor sendiri olch Penyedia Jasa. 

(2) Dalarn 114 Nilai Icontrak J a sa  l<onstrulcsi tidak dibnyar 
sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas  Nilai Icontrak J a sa  
I<onstruksi yang tidak dibayar tcrsebut tidak terutang 
Pajak Penghasilan yang bersilat final, dengan syarat Nilai 
Kontrak J a sa  l<onstrulcsi yang tidak dibayar tersebul 
dicatat sebagai piutang yang tidalc dapat ditagih. 

(3) Piutang yang tidak dapat ditagih &bagaimam dirnalcsucl 
pada ayat (2)  merupakan piutang yang nyata-nyata tidak 
dapat ditagih sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
!I) huruf h ~ndang -undang  PPh. 

(4) Dalam ha1 piutang yang, nyata-nyata tidalc dapat dilagih 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) dapat dilogih 
kernbali, tetap dikenaltan Pajalc Penghasilan ynng bersilat 
final. . 

Pasal 7 

(1)  Pajak yqng dibayar atau terucailg di luar negeri a las  
penghasilan dari luar negeri yang diterirna a tau  diperolcl~ 
Penyedia Jasa dapat dilweditkan terhadap pajalc yans  
terutang berdasarlcan kctcntuan Undang-Undang PPh. 

(2 )  Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedio 
J a s a  dari luar usaha J a s a  l<onstrultsi dikenalcan tarii 
berdasarkan ketentuan urnum Undang-Undang PPh. 

(3) Iceuntungan atau kerugian selisih lcurs dari lcegiacail 
usaha  J a s a  Konstrulcsi termasuk dalam perhitungan Nilai 
Icontrak J a sa  I<onstrulcsi yang dikcnalcan Pajalc 
Penghasilan yang bersilat linal. 
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Penyedia J a s a  &jib rnelalculcan pencatatan pang tcrpisah a t a s  
biaya yang timbul d a r ~  penghasilan yang ditcrima atau 
diperoleh dari kegialan usaha  sclain usaha  J a s a  I<ons~r~~lcs i .  

Pasal 9 . 
ICctentuan lebih lanjul rnengenai tata cam ]lcmur1gulan, 
pernotongan, penyetoran, pclaporan, dan  penarausrthaan 
Pajak Penghasilan atas  pcnghasilan dar-I usaha J a s a  
I<onstruksi diatur dcngan atau berdasarlcan Pernturan 
Mentcri 1Ceuanga.n. 

Pasal 10 

(1) Terhadap lcontrak yang ditandatangani sebelum tanggal I 
Januar i  2008 diatur: 

a. untuk pernbayaran lcontrak atau bagian dari lionlr-alc 
sarnpai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan 
Pajalc Penghasilan berdasarkan Perac~~l-an Pcmerintah 
Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajalc Pcnghasilan Atas 
Penghasilan Dari Usaha J a s a  I<onstmlcsi; 

b. untuk pembayaran kontralc atau bagian dari lcontralc 
setelah-tanggal 31 Desember 2008, pcngcnaan Pajalc 
Penghasilan berdasarlcan PeraLuran Pemcrintah ini. 

(2) ICcrugian dari usaha J a s a  l(onstru1csi yang masih tersisa 
sarnpai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dnpat 
diltornpensasilcan sarnpai dengan Tahun Pajalc 2008. 

Pasal 1 I 

P a d a s a a t  Peratur-an Pernerintah ini ~ n u l a i  berlalcu, Peraturan 
Pemerintah Nornor 140 Tahun 2000 tencang Pajalc 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha J a s a  I<onstrulrsi, 
dicabut dan dinyatakan tidalc bcrlalcu. 

Pasal 12 

Peraturan Pemerin~ah ini mulai berlalcu scjnk Langgal 1 
Januar i  2008. 
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Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahlcan 
pengundangan Peraturan Pcrnerintah ini dengan 
penernpatannya dalarn Lernbaran Negara Republik Indonesia. 

DiLeLapkan di Jakar ta  
pada tanggal 20 Jul i  2008 

PRGSlDEN RGPUBLIJ( INDONESIA, 

DR. H. SUSlLO BAMBANG YUDI-IOYONO 

Diundangkan di Jakar ta  
pada tanggal 23 Juli 2008 

MENTERI HUICUM DAN HAIC ASASl MANUSlA 
REPUBLII( INDONESIA, 

ttd 

AND1 MATTALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 109 

Salinan scsunl dcngan aslinya 

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Kcoala Biro Pernturan Pcrundana-undanaan 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLII< INDONESIA 

NOMOR 51 TAIiUN 2008 

TENTANG 

PAJAI< PENGI-IASILAN ATAS PENGkIASILAN DARl USAI-IA JASA I(ONSTRUI<SI 

I .  UMUM 

Agar kondisi usaha  J a s a  Konstruksi d a p a t  berlcembang sesuai dengan 
perkembangan ekonomi, perlu diberikan perlakultan tersendiri terhadap 
pengenaan pajak a tas  penghasilan dari usaha J a s a  Konstrulcsi yaitu dengan 
dilccnakan pajak yang bersiiat find. ~ e r l a k u a n  . tersendiri tersebut 
dimalcsudlcan untuk memberikan kcniudahan dan lcesederhanaan dalam 
mcnghitung pengenaan Pajak'Pengha.silan schingga tidak mcnambah beban 
administrasi Wajib Pajalc maupun Direletorat Jenderal Pajalc, serta untulc 
lebih membcrilcan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang bergeral; di 
bidang usaha  Jasa I<onstruksi dalari  memenuhi ke~vajiban pcrpajakannya. 

Dalam rangka memberikan perlakuan Cersendiri tersebut dan bel-dasarlcan 
lcetentuan Pasal 4 ayat (2)  Undang-Undang Nomol- 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan scbagaimana telah bcberapa lcaIi diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peruhahan Iietiga Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajalc Penghasilan, yang 
rnengatur bahwa ketentuall mengcnai pengcnaan pajalc a t a s  pcnghasilan 

, tertentu diatur denban Peraturan Pemerintah, malca pcrlu mengatur 
lcembali pengenaan Pajalc Penghasilan atns pcnghasilan dari usaha J a s a  
I<onstruksi dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Usaha J a s a  Konstruksi. 

Peraturan Pcmerintah ini mengatur mengenai tarif Pajalc Pengllasilan yang 
bersilat final a t a s  usaha  J a s a  l<onstruksi dan kewajiban pemotong pajak 
untuk lnemotong Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha J a s a  
I<onstrulcsi yang dilerirna olch, Pcnyedia Jasa .  

11. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasa l2  
Culcup jclas. 

Pasal 3 . . . 
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Ayat (1) 
Muruf a 

Yang dimaksud dengan "lcualifikasi usaha" adalall 
stratifikasi yang ditentulcan berdasarkan serlifikasi yang 
dikeluarkan oleh Lernbaga Pcngcmbongan Josa  IConstrultsi. 

Cukup jclas. 

l-iuruf c 

Yang dirnaksud dengan "Penyedia J a s a  sclain Penyedia 
J a s a  sebagaimane dirnaksud dalarn huruf a dan huruf  b" 
antara lain Penyedia J a s a  yang memililti lcualifikasi usaha  
menengall atau kualifilcasi usaha besar. 

Hurufd  . 

Cultup jelas. 

Ayat 12) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cultup Jelas.  

Pasal 5 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pernotong pajak" adalah badan 
Pemerintah, Subjel: Pajak badan dalam ncgeri, bentulc 
u s a h a  tetap, atau orang pr~badi  pang ditunjulc oleh 
Direktur ;endera1 Pajak sebagai pernolong Pajalc 
Penghasilan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "bukan merupakan pernotong 
pajak" antara lain badan internasional ynng bulcan Subjclc 
Pajak dan perivakilan negara asing. 

Culcup jelas. 

Ayot (31 
Cukup jelas. 

Pasal 6 . .. 
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Pasal 6 
Cukup jclas. 

Pasal7 
Culcup jclas. 

Pasal 8 
Cukup jclas 

Pasal9 
Culcup jclas. 

+ 

Pasal 10 
Cukup jclas. 

Pasal 1 1  
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 
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